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ABSTRAK 

 

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM GEBYAR SEVENTEEN DALAM 

MENDUKUNG REFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PRINGSEWU 

 

 

OLEH: 

 

ELVA YONANDA 

 

 

Pemerintah dalam melakukan pelayanan publik memerlukan data masyarakat 

yang dapat diperoleh melalui dokumen kependudukan. Namun, pentingnya 

melengkapi dokumen kependudukan khususnya KTP masih belum disadari oleh 

sekitar 5.600 masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Dalam upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan reformasi 

pelayanan kependudukan dengan meluncurkan program Gebyar Seventeen. 

Dengan adanya program Gebyar Seventeen,masyarakat Kabupaten Pringsewu 

menjadi lebih mudah dalam membuat E-KTP. 

 

Penelitian ini dilakukan di beberapa SMA dan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh 

hasil analisis pelaksanaan program Gebyar Seventeen di Kabupaten Pringsewu 

serta mengidentifikasi faktor pendukung pelaksanaan program Gebyar Seventeen 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber. 

 

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan program Gebyar 

Seventeen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pringsewu berjalan baik. Komunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi yang dilakukan sudah cukup baik, namun fasilitas masih kurang 

memadai. Penelitian ini mengusulkan saran kepada Disdukcapil Kabupaten 

Pringsewu agar melakukan pengadaan alat-alat perekam e-KTP yang memadai 

dan membuat SOP khusus dalam pelaksanaan program ini. 

 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Publik;Reformasi 

Administrasi;Program Gebyar Seventeen 



 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF GEBYAR SEVENTEEN PROGRAM IMPLEMENTATION 

IN SUPPORTING POPULATION ADMINISTRATION SERVICES 

REFORM IN PRINGSEWU  

 

 

By: 

 

ELVA YONANDA 

 

 

Government in doing public services needs public data which are gained from 

population document. However, the importance of completing the population 

documents, especially ID cards, has not been realized by around 5,600 people in 

Pringsewu District. In an effort to overcome these problems, the Pringsewu 

regency government conducted a population services reform by launching the 

Gebyar Seventeen program. By using this program, the people of Pringsewu 

district become easier in making E-ID cards. 

 

This research was conducted in some high school and Department of Population 

and Civil Registration of Pringsewu district. The aim of this research is to gain 

result analysis of Gebyar Seventeen program implementation at Pringsewu district 

and also to identify factor which support Gebyar Seventeen program 

implementation. The method used in this research was qualitative approach. Data 

collection techniques used interview, documentation and observation. Techniques 

of data analysis used in this research were data reduction, data presentation and 

withdrawal conclusion,furthermore,source triangulation was done as technique of 

data validity. 

 

The result and discussion showed that the implementation of Gebyar Seventeen 

program conducted by the Department of Population and Civil Registration of 

Pringsewu Regency was good. Communication, resources, dispositions and 

bureaucratic structures which had been done were good enough, but facilities 

were still inadequate. This research proposes to Department of Population and 

Civil Registration of Pringsewu Regency to procure adequate e-ID card recording 

devices and make special procedure in the implementation of this program. 

 

Keywords: Public Policy Implementation; Administrative Reform; Gebyar 

Seventeen Program 
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MOTTO 

 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

setelah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al- Insyirah:5-6) 

 

Kekuatan tidak berasal dari kemenanganmu, perjuanganmu lah yang 

mengembangkan kekuatanmu. Ketika kamu melewati waktu-waktu sulit dan 

memilih untuk tidak menyerah, itulah arti dari kekuatan (Mahatma Gandhi) 

 

Jangan berhenti dan menyerah ketika kehilangan arah, karena selalu ada 

Tuhan Maha penunjuk jalan yang paling baik (Elva Yonanda) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Administrasi Kependudukan selalu berkaitan dengan setiap aktifitas kehidupan 

sehari-hari masyarakat Indonesia, baik itu dalam bidang kesehatan, ekonomi, 

hukum maupun pemerintahan. Setiap orang yang ingin mendapatkan fasilitas 

kesehatan, pengurusan surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, 

kepemilikan bangunan dan sebagainya, tidak pernah bisa terlepas dari dokumen 

administrasi kependudukan. Dokumen administrasi kependudukan merupakan 

salah satu bukti yang sah bahwa seseorang telah terdaftar sebagai penduduk di 

suatu daerah tertentu. Setiap warga negara yang berdomisili di Indonesia sudah 

seharusnya melengkapi dokumen administrasi kependudukan terlebih identitas 

diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

 

Menyadari pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan untuk 

warga negara Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan 

melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan 

administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dokumen 

dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, upaya 
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pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik dan pembangunan. 

Pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan yang akan dilakukan 

oleh pemerintah tentu saja perlu di dukung oleh kesadaran masyarakat dalam 

melengkapi dokumen kependudukan, agar pelayanan dan pembangunan tersebut 

dapat berjalan dengan optimal, tetapi pentingnya melengkapi dokumen 

kependudukan masih belum di sadari oleh sebagian masyarakat di Indonesia. 

Banyaknya masyarakat di atas usia 17 tahun yang kurang menyadari terkait 

pentingnya memiliki KTP. Kondisi ini terjadi pula di Kabupaten Pringsewu. Hal 

ini dibuktikan berdasarkan pernyataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) Kabupaten Pringsewu yang mencari keberadaan 5.600-an warga 

yang seharusnya wajib memiliki kartu identitas kependudukan. Pencarian dan 

pendataan warga dilakukan setiap hari sampai ke pelosok desa/pekon diseluruh 

kecamatan yang ada di Pringsewu. Disdukcapil menyatakan terdapat  4.000 warga 

belum melakukan perekaman KTP elektronik. Sementara 1.600 warga lainnya 

telah melakukan perekaman sejak 2015, namun hingga kini belum juga 

melakukan pencetakan KTP elektronik. (sumber: http://www.saibumi.com/artikel-

74389-5600-warga-pringsewu-belum-miliki-ktp-elektronik.html diakses pada  10 

juli 2016 pukul 19:09). 

Banyaknya masyarakat di atas usia 17 tahun yang belum memiliki KTP di 

pengaruhi oleh persepsi mereka yang selama ini beranggapan bahwa proses 

pengurusan administrasi kependudukan terkesan rumit dan sulit, sehingga 

menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk melengkapi dokumen 

kependudukan khususnya KTP. Alasan  masyarakat enggan mengurus KTP 

http://www.saibumi.com/artikel-74389-5600-warga-pringsewu-belum-miliki-ktp-elektronik.html
http://www.saibumi.com/artikel-74389-5600-warga-pringsewu-belum-miliki-ktp-elektronik.html
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disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti  maraknya pungutan liar dalam 

proses pembuatan KTP, proses pembuatan  KTP yang berbelit-belit dan memakan 

waktu yang cukup panjang, hingga disebabkan oleh tindakan aparat pelayanan 

yang menuntut imbalan, kurang ramah dan arogan. Hal ini seiring dengan hasil 

wawancara peneliti dengan salah satu warga Pringsewu Tumirah warga Desa 

Klaten RT 1 RW 1 yang menyatakan bahwa: 

“Yang membuat saya merasa malas mengurus e-KTP adalah proses 

pembuatannya cukup lama dan berbelit-belit, tidak dapat langsung selesai, saya 

harus bolak-balik ke Capil dan saya kan setiap hari bekerja, jadi tidak sempat jika 

harus pergi ke Capil”. (Sumber: Wawancara Pada Hari Minggu 23 April 2017). 

Hal ini pun pada akhirnya menyebabkan masih terdapat masyarakat usia 17 tahun 

ke atas yang tidak memiliki KTP,  padahal KTP merupakan kartu identitas yang 

wajib di miliki oleh setiap masyarakat di Indonesia. 

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan proses pelayanan yang selama ini 

cenderung berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat,di era reformasi seperti saat 

ini masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan dalam berbagai 

bidang, tidak terkecuali pelayanan dalam bidang kependudukan. Oleh karena itu, 

di era reformasi kondisi pelayanan publik saat ini telah mengalami perubahan. Hal 

ini seiring dengan pendapat Sinambela (2008:118) yang menyatakan bahwa: 

“Dalam kaitannya dengan proses reformasi yang sedang berjalan, maka peranan 

dan eksistensi aparatur sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan 

baik yang ada di pusat maupun di daerah dituntut untuk memahami kondisi 

objektif lingkungan masyarakat yang sedang berubah”. 
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Dalam kondisi sekarang ini aparatur pemerintah diharapkan dapat melakukan 

perubahan total pada sikap, perilaku, tindakan ke arah budaya kerja yang efektif 

dan efisien, hemat, bersahaja dan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Perubahan pelayanan di era reformasi ini pun dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu dengan meluncurkan 

suatu program, yaitu Program Gebyar Seventeen. Program Gebyar seventeen 

adalah pemberian KTP elektronik (e-KTP) bagi masyarakat menjelang usia 17 

tahun. Untuk menyukseskan program tersebut, Disdukcapil telah berkordinasi 

dengan satuan kerja terkait, yakni Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata 

Pringsewu. Khususnya dengan sekolah SMA sederajat. Dalam program ini 

Disdukcapil akan jemput bola mendatangi sekolah untuk melakukan rekaman e-

KTP kepada siswa yang berusia mendekati wajib KTP. Setelah rekaman, pada 

saat hari ulang tahun ke 17, siswa akan mendapat cetakan e-KTP. Sehingga saat 

siswa sudah berusia 17 tahun, mereka langsung memiliki e-KTP. Selain 

diberlakukan untuk siswa Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten 

Pringsewu, kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu 

menyatakan bahwa program Gebyar Seventeen juga berlaku untuk masyarakat 

menjelang usia 17 tahun yang tidak bersekolah. (Sumber: Wawancara dengan 

Kabid Disdukcapil Kab. Pringsewu Pada Tanggal 20 Juli 2016) 

Program Gebyar Seventeen merupakan suatu bentuk reformasi yang dilakukan 

oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu di bidang pelayanan yang diluncurkan 

untuk mengatasi masalah kependudukan dan khususnya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan mengenai pembuatan e-KTP bagi masyarakat menjelang usia 

17 tahun. Tujuan utama dari reformasi administrasi, khususnya reformasi 
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pelayanan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan 

kepuasan kepada masyarakat mengenai pelayanan tersebut dengan lebih 

menyederhanakan prosedur yang selama ini cenderung berbelit-belit. 

Upaya Disdukcapil Kabupaten Pringsewu dengan mengeluarkan program Gebyar 

Seventeen merupakan salah satu bentuk reformasi pelayanan di bidang 

kependudukan yang memudahkan masyarakat dalam membuat e-KTP dan jika 

program ini terus berlanjut, tentu saja dapat memberikan dampak yang cukup 

besar dalam meningkatkan jumlah masyarakat usia 17 tahun yang memiliki e-

KTP di Kabupaten Pringsewu, oleh karena itu program ini diharapkan dapat terus 

berkelanjutan sehingga tujuannya dapat tercapai. Meskipun dalam pelaksanaannya 

masih terdapat beberapa masalah, seperti distribusi e-KTP yang terlambat dan 

belum semua SMA telah dilakukan perekaman, tetapi berdasarkan hasil pra riset 

peneliti pun dapat melihat bahwa pelaksanaan program tersebut sudah 

meningkatkan jumlah masyarakat usia 17 tahun yang memiliki e-KTP dan 

berdasarkan penjelasan dari Kabid Kependudukan Disdukcapil Kabupaten 

Pringsewu menyatakan bahwa program Gebyar Seventeen sudah cukup berhasil 

dalam mendukung reformasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten 

Pringsewu. (sumber: wawancara dengan Kabid Disdukcapil Kab. Pringsewu 

pada tanggal 20 Juli 2016).  

Implementasi suatu program merupakan salah satu tahap yang penting dalam 

sebuah kebijakan. Tanpa adanya implementasi yang baik, sebuah kebijakan yang 

telah dirumuskan tidak dapat mencapai tujuannya dengan optimal. Berdasarkan 

hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Program 

Gebyar Seventeen dalam mendukung reformasi pelayanan administrasi 
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kependudukan dan hal yang mendukung pelaksanaan program Gebyar Seventeen 

di Kabupaten Pringsewu. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas terkait pelaksanaan program Gebyar Seventeen dalam 

mendukung reformasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten 

Pringsewu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Gebyar Seventeen yang dilakukan oleh 

Disdukcapil Kabupaten Pringsewu dalam mendukung reformasi pelayanan 

administrasi kependudukan? 

2. Apakah faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program Gebyar 

Seventeen yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Pringsewu dalam 

mendukung reformasi pelayanan administrasi kependudukan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Memperoleh hasil pelaksanaan program Gebyar Seventeen yang dilaksanakan 

oleh Disdukcapil Kabupaten Pringsewu dalam mendukung reformasi 

pelayanan administrasi kependudukan. 

2. Teridentifikasinya faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam 

pelaksanaan program Gebyar Seventeen yang dilakukan oleh Disdukcapil 

Kabupaten Pringsewu dalam mendukung reformasi pelayanan administrasi 

kependudukan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Program Gebyar Seventeen dalam 

Mendukung Reformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten 

Pringsewu diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan peneliti dan 

memberikan informasi serta pengetahuan dalam khasanah perkembangan 

ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan implementasi kebijakan 

publik. 

 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan untuk Disdukcapil 

Kabupaten Pringsewu bahwa dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi yang baik dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan 

program dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program lain. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Dunn dalam Syafiie (2006:106) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu 

rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga 

atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas 

pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan. Pendidikan, 

kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Effendi Dalam Syafiie (2006:106) menyatakan bahwa pengetahuan tentang 

kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi,dan 

kinerja kebijakan serta program publik.  

 

Dye dalam Abidin (2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  Sedangkan Easton dalam 

Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan 

pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini 

mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi 

keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada satupun organisasi lain yang 

wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. 

Sementara itu, Laswell dan Kaplan dalam Abidin (2012:6) melihat kebijakan 
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sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai 

program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.  

 

Sunggono dalam Anggara (2012:500) mengemukakan pengertian kebijakan 

dan berbagai pandangan ahli seperti Kleijn, Kuypers, Friend Friedrick dan 

Anderson. Penjelaan menurut para ahli tersebut diantaranya: 

a) Menurut Kleijn, kebijakan merupakan tindakan secara sadar dan sistematis 

dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik 

yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan selangkah demi langkah.  

b) Kuypers menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu susunan dan tujuan 

yang dipilih oleh para adminstrator publik, baik untuk kepentingan diri 

sendiri, maupun kepentingan kelompok; dan sebagai sarana-sarana serta 

jalan yang dipilih pada saat-saat tertentu.  

c) Friend mengemukakan kebijakan adalah suatu posisi yang sekali 

dinyatakan akan memengaruhi keberhasilan keputusan yang akan dibuat 

pada masa yang akan datang. 

d) Friedrick menguraikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang akan 

diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu dengan menunjukkan berbagai hambatan dan kesempatan 

terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Menurut Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 

pelaku atau sekelompok pelaku guna memcahkan masalah tertentu.  

Berdasarkan penjelasan mengenai kebijakan publik oleh para ahli diatas, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu upaya 
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yang diusulkan dan dilakukan oleh seseorang, kelompok, maupun pemerintah 

secara sadar dan terencana dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan 

tertentu dengan menunjukkan berbagai hambatan dan kesempatan terhadap 

pelaksanaan usulan kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

2. Proses Kebijakan Publik 

Nugroho (2014:199) mengemukakan dasar proses kebijakan publik sebagai 

berikut: 

 Gambar 1 Proses  Kebijakan Publik 

 

 

 

 

 

Sumber: Nugroho (2014:199) 

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut: 

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, 

yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) 

berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang 

harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. 

Isu kebijakan teriri atas dua jenis, yaitu problem dan goal. Artinya, kebijakan 

Perumusan  

Implementasi  

Evaluasi  

Isu kebijakan 
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publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan 

publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak dicapai 

pada kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan publik 

mengacu pada permasalahan daripada antisipasi ke depan, dalam bentuk goal 

oriented policy, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang 

berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan 

akhirnya semakin tak tertangani. 

2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakan pemerintah untuk merumuskan 

kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan 

kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya 

termasuk pimpinan negara. 

3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh 

pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan 

masyarakat. 

4. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan 

diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah 

kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan 

diimplementasikan dengan baik dan benar pula. 

5. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang berupa kebijakan itu 

sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat. 

6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam 

bentuk impak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang 

hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. 
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Dengan melihat skema diatas, terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan 

dengan kebijakan publik, yaitu: 

1. Perumusan kebijakan 

2. Implementasi kebijakan 

3. Evaluasi kebijakan dan, dengan penambahan: 

4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan 

 

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan  

 

 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab 

dalam Anggara (2012:530) sebagai suatu proses melaksanaan keputusan 

kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, 

keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Selanjutnya Wahab 

juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan Wildavsky yang 

menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait 

langsung dengan kata benda kebijakan.  

Secara lebih terperinci, Mazmanian dan Sabatier dalam Anggara (2012:532) 

merumuskan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan 

dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk 

perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan 

secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan/mengatur proses implementasinya 
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Abidin (2012:145) menyatakan implementasi kebijakan merupakan langkah yang 

sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan 

hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam sebuah 

kehidupan bermasyarakat. Hunington dalam Abidin (2012:145) bahkan 

berpendapat perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain 

tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan 

negara itu untuk melaksanakan pemerintahan.  

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai pengertian implementasi kebijakan di 

atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang 

namun dapat pula berbentuk perintah yang mengidentifikasikan masalah yang 

ingin diatasi. Implementasi juga merupakan suatu tahap yang paling penting 

dalam proses kebijakan publik, suatu kebijakan hanyalah sebuah dokumen yang 

tidak bermakna tanpa implementasi.  

 

2. Model Implementasi Kebijakan 

Sebagaimana dikemukakan oleh Peter de Leon dan Linda de Leon dalam Nugroho 

(2014:664-665) pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik 

dapat di kelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 

1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang 

terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Peneliti yang mempergunakan 

pendekatan ini antara lain Allison dengan studi kasus misil kuba (1971,1999). 

Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan 

keputusan disektor publik. Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang 
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mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke 

bawah (top-downer perspective). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi 

untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan 

sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Daniel Mazmanian dan Paul 

Sabatier (1983), Robert Nakamura dan Frank Smallwood (1980), dan Paul 

Berman (1980). Pada saat yang sama, muncul pendekatan buttom-upper yang 

dikembangkan oleh Michael Lipsky (1971,1980), dan Benny Hjern (1982,1983). 

Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcolm L. Goggin 

(1990), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksanaan 

imlementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 

Pada saat yang sama muncul pendekatan kontijensi atau situasional dalam 

implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan 

banyak di dukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. 

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai macam model dalam 

perkembangannya yaitu: 

a. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn 

Menurut teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino 

(2008:142), terdapat enaam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan 

publik, yaitu: 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-

hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-

kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau 
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tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu tropis) untuk dilaksanakan di 

level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga 

titik yang dapat dikatakan berhasil. 

2. Sumber daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan 

sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses 

implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara 

apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, 

maka kinerja kebijakan kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi 

diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga 

ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya 

yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga 

bentuk sumber daya tersebut. 

3. Karakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini 

sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat 

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan 

perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. 
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Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin 

besar pula agen yang dilibatkan. 

4. Sikap Kecenderungan (disposition)  Para Pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan 

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul 

persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan 

implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat 

mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak 

mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga 

ingin selesaikan. 

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan 

publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat 

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan 

sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaiknya. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 

publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn 

adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan 
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kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan 

eksternal.  

b. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

Menurut teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino 

(2008:145), variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan pada proses 

implementasi dapat dikategorikan menjadi tiga kategori besar, yaitu: 

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: 

a. Kesukaran-kesukaran teknis 

b. Keberagaman perilaku yang diatur 

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran 

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki 

2.  Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat. 

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk 

menstuktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara: 

a) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan 

dicapai 

b) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan 

c) Ketetapan alokasi sumber dana 

d) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga 

atau instansi-instansi pelaksana 

e) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana 

f) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-

undang 
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g) Akses formal pihak-pihak luar 

3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi  

a) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi 

b) Dukungan publik 

c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat 

d) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana  

c. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle 

Menurut teori implementasi kebijakan Grindle dalam Agustino (2008:154), 

terdapat dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. 

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses 

pencapaian akhir (outcome),  yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. 

Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi 

kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: 

1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya. 

2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua 

faktor, yaitu: 

a) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok 

b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan 

perubahan yang terjadi. 
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d. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III  

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008:149), 

terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan, yaitu: 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu 

program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi 

atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang 

disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan 

apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan 

dan peraturan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur 

keberhasilan aspek komunikasi, yaitu: 

a) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. 

Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah 

pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah 

melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan 

terdistorsi di tengah jalan. 

b) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima 

oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 

Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan 

kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana 

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada 
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tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan 

yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

c) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi 

yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan 

konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang 

diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan 

bagi pelaksana di lapangan. 

2. Sumber daya 

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

akan tetapi pelaksanaan atau implementor kekurangan sumber daya untuk 

melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan 

efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar 

efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya 

sekedar kertas dokumen. Edward III dalam Agustino (2008:151) menyatakan 

bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu: 

a) Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. 

Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun 

tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor 

saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan 

keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 

mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang 

diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 
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b) Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. 

Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implemntor 

harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut terhadap payung hukum. 

c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar dapat 

dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para 

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. 

Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mana 

publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses 

implementasi kebijakan. 

d) Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. 

Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang 

harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

3. Disposisi 

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, 

khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari 

program, dalam hal terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor 

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan 

baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau program, sedangkan 



22 
 

 

apabila implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan 

pembuat kebijakan , maka proses implementasi atau pelaksanaan program 

juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel 

disposisi menurut Edward III dalam Agustino (2008:152) adalah: 

a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap melaksanakan 

kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena 

itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah 

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, 

lebih khusus lagi pada kepentingan warga. 

b) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan 

untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan 

memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak 

menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh 

para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. 

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu membuat para 

pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. 

4. Struktur Birokrasi 

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:153), dua karakteristik yang dapat 

mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik 

adalah: melakukan Standar Operating Procedure (SOP) dan pelaksanaan 

fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para 

pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk 
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melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya 

penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai 

diantara beberapa unit kerja. 

Dari penjelasan beberapa teori di atas mengenai implementasi kebijakan publik, 

maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan 

publik menurut Edward III yang menyatakan terdapat empat variabel yang sangat 

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yang pertama yaitu 

komunikasi, yang terdiri dari transmisi, kejelasan, konsistensi dan sumber daya. 

Kedua sumber daya, yang terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas. 

Ketiga  disposisi, yang terdiri dari pengangkatan birokrat dan insentif dan yang 

keempat struktur birokrasi. Alasannya, karena indikator yang dikemukakan oleh 

Edward III merupakan indikator yang bisa menjelaskan secara komprehensif 

tentang kinerja implementasi dan dapat lebih konkret dalam menjelaskan proses 

implementasi sebenarnya. 

D. Tinjauan Reformasi Administrasi di Bidang Pelayanan Publik 

1. Pengertian Reformasi Administrasi 

Dror dalam Zauhar (2012:6), menyatakan bahwa reformasi administrasi adalah 

perubahan yang terencana terhadap aspek pertama administrasi. Sedangkan 

Caiden dalam Zauhar (2012:6), mendefinisikan reformasi administrasi sebagai 

“The Artficial Inducement of Administrative Transformation Against 

Resistance”. Definisi dari Caiden ini mengandung beberapa implikasi: (a) 

Reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia 
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(Manmade), tidak bersifat otomatis maupun alamiah, (b) Reformasi 

administrasi merupakan suatu proses, (c) Resistensi beriringan dengan proses 

administrasi.  

Menurut Hidayat, (2007:1) reformasi administrasi adalah perbaikan atau 

perubahan atas organisasi dan manajemen pemerintahan negara dari bentuk 

yang berlaku sebelumnya. Montgomery dalam Hidayat (2007:1) 

mendefisinisikan reformasi administrasi sebagai suatu proses politik yang 

didesain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen 

lain dalam masyarakat,atau di dalam birokrasi itu sendiri, dengan kenyataan 

politik. Dan dengan cara yang sama, orang juga dapat menerangkan reformasi 

administrasi sebagai suatu proses ekonomi (redistribusi sumber daya dan 

perubahan produk akhir) atau sebagai proses psikologi (perubahan pola 

perilaku, kepercayaan,sikap dan tindakan individual). 

Menurut Sedarmayanti, (2010:3) penataan ulang penyelenggaraan pemerintah 

mempunyai makna perubahan dan pembaharuan atas berbagai kelemahan 

sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi tuntutan perubahan global yang 

sarat dengan berbagai tantangan. Penataan ulang penyelenggaraan 

pemerintahan diarahkan pada terciptanya penyelenggaraan pemerintahan 

antisipatif (berorientasi perubahan dan pembaharuan), berkualitas 

prima/unggul dalam berkompetisi dengan lembaga lain untuk mewujudkan 

kepemerintahan yang baik. Dengan mengesampingkan pada perubahan-

perubahan teknis yang kecil, reformasi akan dapat berjalan dengan efektif 

hanya apabila kalau didesain dengan tepat, yakni mempertimbangkan dan 

melibatkan lingkungan dimana reformasi itu dilaksanakan. Dalam 
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kenyataannya reformasi sering terjadi baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan kejadian yang ada disekitar organisasi. Dalam bentuknya 

yang ekstrem, reformasi administrasi dapat dipandang sebagai bagian dari 

reformasi masyarakat.  

lima alat pengukur reformasi administrasi menurut Lee dan Samonthe dalam 

Zauhar (2012:9) adalah: 

a) Penekanan baru terhadap program 

b) Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi 

c) Perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi 

terbuka dan manajemen partisipatif 

d) Penggunaan sumberdaya yang lebih efisien dan 

e) Pengurangan penggunaan pendekatan legalistik.  

 

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai pengertian reformasi administrasi, 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa reformasi administrasi merupakan 

suatu upaya secara sadar dan terencana untuk memperbaiki struktur birokrasi 

dan juga perilaku didalamnya dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi organisasi. 

 

2. Tujuan Reformasi Administrasi 

Zauhar (2012:13) mengemukakan bahwa secara tradisional, reformasi 

administrasi diidentikan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas organisasi. Dalam arti sempit, tujuan reformasi administrasi adalah 

menyempurnakan administrasi, atau menurut istilah Caiden mengobati 

penyakit administrasi.  
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Berikut ini adalah tujuan reformasi administrasi menurut para ahli: 

Lee dalam Zauhar (2012:13) mengungkapkan adanya tujuan umum reformasi 

administrasi yang di sepesifikasikan kedalam 3 tujuan yaitu meningkatkan 

keteraturan, meningkatkan atau menyempurnakan metode dan meningkatkan 

performance.  

Sedangkan Dimock dalam Zauhar (2012:13)  menyatakan bahwa tujuan utama 

reorganisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan nada 

yang hampir sama Ramos dalam Zauhar (2012:14) menyatakan bahwa tujuan 

peningkatan efektivitas administrasi berkaitan erat dengan pencapaian tujuan 

umum pembangunan nasional, karena keberhasilan administrative reform 

merupakan salah satu ukuran yang dipakai oleh pemerintah negara sedang 

berkembang dalam mencapai tujuan pembangunan.  

Dror dalam Zauhar (2012:14) berpendapat bahwa tujuan reformasi 

dikategorikan kedalam 6 kelompok, 3 bersifat intra-administrasi yang diajukan 

untuk menyempurnakan administrasi internal, dan 3 lagi berkenaan dengan 

peran masyarakat didalam sistem adminsitrasi. 3 tujuan internal reformasi 

adminstrasi yang dimaksud meliputi: 

a) Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat dicapai 

melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan 

duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain; 

b) Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih 

kasih dan sistem taman dalam sistem politik dan lain-lain; 
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c) Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemrosesan data melalui 

informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan 

lain-lain. 

Sedangkan 3 tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah: 

a) Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan 

masyarakat 

b) Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem 

politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem 

administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan; 

c) Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan pernduduk, misalnya 

melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan.  

Menurut Sedarmayanti (2010:3-4) dalam reformasi administrasi pemerintah  

diharapkan memiliki sumber daya yang dapat mempercepat proses pelaksanaan 

tugas pemerintahan, organisasi kecil dan ramping, mampu bergerak lebih 

cepat, lebih efektif dan efisien, sebagai organisasi pembelajaran dan organisasi 

jejaring. Pemerintah di era baru pemerintahan, dituntut untuk dapat melakukan 

perubahan untuk meninggalkan paradigma lama, mengubah bentuk 

kelembagaan dan sistem pemerintahan, mengubah perilaku sumber daya 

aparatur pendukung kelembagaan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. 

Melalui upaya tersebut diharapkan dapat membentuk kelembagaan pemerintah 

yang dapat meningkatkan kinerja sehingga lebih dapat memenuhi tuntutan 

kebutuhan masyarakat antara lain: pelayanan yang cepat, lebih murah, dan 

lebih berkualitas sehingga mempercepat terwujudnya kepemrintahan yang baik 
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di era baru pemerintahan, yaitu pemerintahan transparan, terbuka, demokratis, 

akuntabel, terhindar dari birokrasi yang korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Zauhar (2012:8) menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh seorang 

pembaru administrasi yang notabene juga merupakan tujuan reformasi 

administrasi adalah untuk menyempurnakan kinerja individu, kelompok dan 

institusi. Di samping itu reformasi bertujuan untuk memberi saran kepada 

mereka tentang bagaimana caranya agar individu, kelompok dn institusi dapat 

mencapai tujuan lebih efektif, ekonomis dan lebih cepat.  

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai tujuan dari reformasi adminsitrasi, 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari reformasi administrasi 

diantaranya: melakukan perubahan yang inovatif, menyempurnakan kinerja 

individu, kelompok dan institusi, memiliki sumber daya yang dapat mempercepat 

proses pelaksanaan tugas pemerintahan, organisasi kecil dan ramping, mampu 

bergerak lebih cepat, lebih efektif dan efisien serta antisipasi terhadap keluhan 

pihak luar. 

3. Konsep Pelayanan Publik 

Menurut Supriyatna dalam Anggara, (2012:567) bahwa masyarakat yang semakin 

maju membutuhkan pelayanan yang cepat, dihitung dengan nilai ekonomis dan 

menjamin adanya kepastian. Selanjutnya, Thoha dalam Anggara (2012:568) 

menjelaskan bahwa pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan 

oleh seseorang/sekelompok orang/institusi tertentu untuk memberikan bantuan 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelayanan dapat diartikan sebagai serangkaian 
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kegiatan yang membentuk suatu proses. Proses pelayanan berlangsung secara 

terus-menerus dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan orang 

dalam masyarakat. 

Sinambela (2008:5) mengemukakan bahwa pelayanan publik merupakan setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. Selanjutnya menurut Kepmenpa No.63/KEP/M.PAN/7/2003 

dalam sinambela (2008:5) pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan oleh pemerintah sering pula disebut pelayanan umum. Pengertian 

pelayanan umum berdasarkan Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum 

(KEPMENPAN 81/1993, 1993 3) dalam Anggara (2012:568) adalah segala 

bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 

pusat, di daerah, di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam 

bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemberi pelayanan adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang 

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan umum. Penerima pelayanan 

adalah orang atau badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi 

pemerintah. 
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Nisjar dalam Sedarmayanti (2010:244) menyebutkan karakteristik pelayanan yang 

harus dimiliki organisasi pemberi layanan adalah sebagai berikut: 

1) Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, sehingga 

terhindar dati prosedur birokratik yang sangat berlebihan, berbelit-belit.. 

2) Pelayanan diberikan dengan kejelasan dan kepastian bagi pelanggan. 

3) Pemberi pelayanan diusahakan agar efektif dan efisien. 

4) Pemberi pelayanan memperhatikan kecepatan dan ketetapan waktu yang 

ditentukan 

5) Pelanggan setiap saat mudah memperoleh informasi berkaitan dengan 

pelayanan secara terbuka 

6) Dalam melayani, pelanggan diperlakukan motto: “customer is king and 

customer is always right”.   

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai pengertian reformasi administrasi dan 

pelayanan publik diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa reformasi 

administrasi di bidang pelayanan publik merupakan suatu upaya secara sadar dan 

terencana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan 

efektif dengan memperbaiki struktur birokrasi dan juga perilaku didalamnya  

 

D. Tinjauan Tentang Program Gebyar Seventeen  

Gebyar seventeen adalah program yang diluncurkan oleh Disdukcapil Kabupaten 

Pringsewu dengan pemberian e-KTP bagi anak usia 17 tahun. Guna 

menyukseskan program tersebut, Disdukcapil Kabupaten Pringsewu telah 

berkordinasi dengan satuan kerja terkait, yakni Dinas Pendidikan, Kebudayaan 

dan Pariwisata Pringsewu. Khususnya dengan sekolah SMA sederajat. Dalam 



31 
 

 

program ini disdukcapil akan jemput bola mendatangi sekolah guna melakukan 

rekaman e-KTP kepada siswa yang berusia mendekati wajib KTP. Setelah 

rekaman, pada saat hari ulang tahun ke 17, siswa akan mendapat cetakan e-KTP. 

Sehingga saat siswa sudah berusia 17 tahun, mereka langsung memiliki e-KTP. 

Program ini tidak hanya di peruntukkan untuk anak menjelang usia 17 tahun yang 

bersekolah saja, tetapi juga berlaku untuk masyarakat menjelang usia 17 tahun 

yang tidak bersekolah, karena pada prinsipnya program ini untuk semua anak usia 

16 tahun keatas. Persyaratan pelayanan program Gebyar Seventeen secara 

administratif hanya membawa Kartu Keluarga (KK) asli dan fotocopy. Sedangkan 

teknis program yaitu merekam anak usia 16 tahun keatas yang memang terdaftar 

sebagai masyarakat di wilayah Kabupaten Pringsewu dan telah terdaftar di KK. 

Pelaksanaan program Gebyar Seventeen tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Disdukcapil Kabupaten Pringsewu tahun 2016 yang 

pelaksanaannya dimulai dari bulan Januari 2016. Tujuan dari program Gebyar 

Seventeen  adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi 

kependudukan khususnya pembuatan e-KTP. 

Proses pelaksanaan program Gebyar Seventeen diantaranya: 

1) Disdukcapil Kabupaten Pringsewu mensosialisasikan kepada seluruh Kepala 

Sekolah SMA yang ada di Kabupaten Pringsewu terkait adanya peningkatan 

pelayanan kependudukan di Kabupaten Pringsewu (program Gebyar 

Seventeen). 

2) Pihak sekolah mengirimkan data anak-anak usia 16 tahun ketas yang ada di 

sekolah masing-masing 
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3) Pihak Disdukcapil lalu menentukan jadwal perekaman, siapa dan berapa 

jumlah tim yang harus turun. 

E. Kerangka Pikir 

Dalam kondisi sekarang ini aparatur pemerintah dituntut untuk melakukan 

perubahan total pada sikap, perilaku, tindakan ke arah budaya kerja yang efektif 

dan efisien, hemat, bersahaja dan anti KKN. Perubahan pelayanan di era reformasi 

ini pun dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pringsewu dengan meluncurkan suatu program, yaitu Program Gebyar Seventeen. 

Program Gebyar seventeen adalah pemberian KTP elektronik (e-KTP) bagi 

masyarakat menjelang usia 17 tahunyang ada di Kabupaten Pringsewu. 

Dalam pelaksanaannya, program Gebyar Seventeen mengalami beberapa 

permasalahan diantaranya seperti kesulitan yang dialami pihak Disdukcapil dalam 

proses sosialisasi dan pencarian data masyarakat usia 17 tahun yang tidak 

bersekolah untuk melakukan perekaman e-KTP, serta permasalahan terkait 

dengan distribusi e-KTP yang terlambat di beberapa tempat. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan struktur kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar impian 

atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan. Begitu juga dengan Program Gebyar Seventeen.program ini 

tentu saja harus diimplementasikan dengan baik agar tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan di bidang kependudukan dapat tercapai.Keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh variabel yang mempengaruhi 

kebijakan itu sendiri. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori 
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implementasi kebijakan menurut Edward III yang melihat suatu implementasi 

kebijakan publik ditentukan oleh empat variabel, diantaranya:  komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam menganalisis pelaksanaan 

program Gebyar Seventeen yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten 

Pringsewu, serta mengidentifikasi penyebab terjadinya kendala-kendala dalam 

pelaksanaan program tersebut. 

Secara jelas, kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut: 
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Gambar 2 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Peneliti (2016) 

 

Upaya Disdukcapil Kabupaten Pringsewu dalam  melakukan 

reformasi di bidang pelayanan kependudukan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

Pelaksanaan program 

Gebyar Seventeen 

Analisis menggunakan teori 

implementasi kebijakan George C. 

Edward III dalam Agustino 

(2008:149), keberhasilan 

implementasi kebijakan ditentukan 

oleh empat variabel, yaitu: 

1. Komunikasi, terdiri dari: 

transmisi, kejelasan dan 

konsistensi 

2. Sumber daya, terdiri dari: staf, 

informasi, wewenang dan 

fasilitas 

3. Disposisi, terdiri dari : 

pengangkatan birokrat dan 

insentif 

4. Struktur birokrasi. 

Tercapainya tujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki e-

KTP di Kabupaten Pringsewu 

Faktor-faktor yang 

mendukung keberhasilan 

pelaksanaan program 

Gebyar Seventeen 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih tipe penelitian ini karena 

peneliti bermaksud menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan gejala-

gejala yang terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks. Melalui 

pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, 

memahami dan menjelaskan tentang pelaksanaan program Gebyar 

Seventeensebagai suatu bentuk reformasi pelayanan administrasikependudukan di 

Kabupaten Pringsewu berdasarkan informasi dan informan. Tipe penelitian ini 

berdasarkan pendapat dari Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan 

fokus. Spradley dalam Sugiyono (2015:208) menyatakan bahwa A focused refer 

to a single cultural domain or a few related domains maksudnya adalah bahwa, 

fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari 

situasi sosial. Dalam peneltian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih 
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didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial 

(lapangan). 

Fokus masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah mengenai implementasi 

program Gebyar Seventeen, diantaranya untuk mengetahui bagaimana proses 

pelaksanaan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian, mengukur 

keberhasilan implementasi  program Gebyar Seventeen melalui empat variabel 

pengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Edward III 

Dimana empat variabel pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut 

adalah: 

a) Komunikasi, yang berkenaan dengan: 

1) Penyampaian informasi tentang proses pelaksanaan program Gebyar 

Seventeen 

2)  Kejelasan penyampaian informasi tentang pelaksanaan program Gebyar 

Seventeen di Kabupaten Pringsewu yaitu meliputi biaya, syarat dan 

ketentuan serta waktu pelaksanaan program 

3) Konsistensi tentang pelaksanaan program Gebyar Seventeen dan 

konsistensi penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program 

Gebyar Seventeen. 

b) Sumber daya, yang berkenaan dengan 

1) Sumber daya manusia (staff) dalam program ini yang memiliki    

kewenangan dalam implementasi program. 
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2)  Sumber daya non manusia seperti fasilitas, wewenang yang mendukung 

pelaksanaan implementasi program tersebut. 

c) Disposisi, kecenderungan sikap positif pelaksana untuk melaksanakan 

kebijakan yang menjadi tujuan implementasi program Gebyar Seventeen di 

Kabupaten Pringsewu, yang berkenaan dengan pemberian insentif bagi staf 

yang turun ke lapangan. 

d) Struktur birokrasi, yang berkenaan dengan  

Standar Operating Procedures (SOP) yang merupakan mekanisme, sistem, 

dan prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi 

kewenangan, dan tanggung jawab dalam implementasi program Gebyar 

Seventeen serta pelaksanaan fragmentasi yang meliputi upaya penyebaran 

tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara 

beberapa unit kerja. 

Kemudian fokus yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan program Gebyar Seventeen yang 

dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Pringsewu. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan memperoleh suatu data 

yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan lokasi 

yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan 

program Gebyar Seventeen dan faktor pendukung pelaksanaan program tersebut, 

maka lokasi penelitian dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive). 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Kabupaten Pringsewu dan beberapa Sekolah Menengah Atas. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu merupakan institusi 

yang mengetahui dengan jelas mengenai program Gebyar Seventeen. Sedangkan 

Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu tempat 

pengimplementasian program tersebut. Sekolah yang dijadikan sampel untuk 

pengambilan data adalah SMAN 01 Pringsewu dan SMAN 02 Pringsewu. Peneliti 

memilih sekolah-sekolah tersebut dikarenakan SMA 01 dan 02 Pringsewu 

merupakan salah satu SMA yang sudah mengirimkan data siswa menjelang usia 

17 tahun dan telah dilakukan perekaman oleh Disdukcapil Kabupaten Pringsewu. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian 

oleh peneliti yakni di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pringsewu, beberapa SMA yang dipilih secara purposive, dan beberapa 

masyarakat usia 17 tahun yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dengan memilih 

narasumber yang benar-benar mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan program 

Gebyar Seventeen sehingga mereka dapat memberikan informasi secara tepat 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut, maka 

pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti diantaranya : 
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Tabel 1 Daftar Informan Penelitian 

No Informan Informasi Tanggal Wawancara 

1.  Sudarsih (Kabid 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil ) dan Desi 

Anggraeni (staf yang turun 

ke lapangan) 

1. Informasi terkait 

dengan proses 

pelaksanaan, tujuan 

dan sasaran program 

2. Penyampaian informasi 

mengenai prosedur / 

tata cara pelaksanaan 

program Gebyar 

Seventeen. 

3. Kejelasan penyampaian 

informasi 

4. Konsistensi 

penyampaian informasi 

dan pelaksanaan 

program. 

5. SDM dalam 

pelaksanaan program 

6. Wewenang dalam 

pelaksanaan program. 

7. Fasilitas dalam 

pelaksanaan program. 

8. Insentif untuk tim yang 

turun ke lapangan 

dalam pelaksanaan 

program. 

9. SOP dan fragmentasi 

dalam pelaksanaan 

program Gebyar 

Seventeen. 

10. Faktor-faktor yang 

mendukung 

keberhasilan 

pelaksanaan program 

Gebyar Seventeen 

Rabu, 20 Juli 2016 dan 

Senin 20 Februari 2017 

2 Dian Ayu, Galang Prajodo 

dan Tumirah  (Objek 

sasaran program Gebyar 

Seventeen yang bersekolah 

maupun yang tidak 

bersekolah) 

1. Kejelasan penyampaian 

informasi mengenai 

pelaksanaan program 

Gebyar Seventeen 

2. SDM dan fasilitas 

pelaksanaan program 

Gebyar Seventeen. 

 

Selasa 19 Juli 2016, Sabtu 

4 Maret 2017 dan Minggu 

23 April 2017 

3 Suryanti (Pembina Osis 

SMAN 02 Pringsewu) dan 

Lilis Suhaya (Wakil 

Kesiswaan SMAN 01 

Pringsewu) 

1.Kejelasan penyampaian 

informasi mengenai 

pelaksanaan program 

Gebyar Seventeen dari 

pihak Disdukcapil ke 

pihak sekolah 

2.SDM dan fasilitas 

Selasa 19 Juli 2016 
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Sumber: diolah peneliti 2017 

 

 

E. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015:224). Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2013: 186). Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pringsewu diantaranya yaitu dengan kepala bidang 

kependudukan, Sudarsih,S.E dan beberapa staf Disdukcapil Kabupaten 

Pringsewu. Kemudian wawancara dilakukan dengan beberapa pihak sekolah 

dan masyarakat Kabupaten Pringsewu. 

2.  Dokumentasi 

Sugiyono (2015:240) menyatakan studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan 

data yang bersumber pada data-data tertulis, seperti dokumen Disdukcapil 

pelaksanaan program 

Gebyar Seventeen 
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Kabupaten Pringsewu mengenai daftar jumlah SMA yang telah dilakukan 

perekaman dan beberapa dokumen mengenai data siswa SMAN 01 dan 02 

pringsewu serta gambar yang berkaitan dengan pelaksanaan program 

Gebyar Seventeen. 

3. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

observasi ke beberapa sekolah yang telah dilakukan perekaman e-KTP 

untuk memperoleh data mengenai siswa yang telah memiliki e-KTP melalui 

program Gebyar Seventeen. Selain itu, observasi dilakukan di Disdukcapil 

Kabupaten Pringsewu untuk memperoleh data mengenai sumber daya dalam 

pelaksanaan program Gebyar Seventeen. 

F. Teknik analisis data 

 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2015:244) analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan 

lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:246) terdapat tiga 

komponen analisis data yaitu: 

 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka 

jumlah data akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 
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merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema polanya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyeleksi 

dan merangkum data yang diperoleh lalu difokuskan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan program Gebyar Seventeen di Kabupaten 

Pringsewu. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat; bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:249) menyatakan bahwa yang 

paling sering menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:252) menyatakan bahwa 

kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

 



43 
 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif  menurut Sugiyono (2015:270) 

meliputi uji credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (realibilitas), dan confirmability (obyektivitas). 

1) Uji kredibilitas 

Penjaminan keabsahan data melalui derajat kredibilitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan beberapa kriteria teknik pemeriksaan antara lain: 

a) Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti peneliti mengecek kembali 

apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah 

benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali 

pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka 

peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam 

sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. 

b) Meningkatkan ketekunan 

Menigkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

c) Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Terdapat tiga metode triangulasi: 

i) Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data 
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dari beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan 

yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik. 

ii) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi atau kuesioner. 

iii) Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat 

dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan 

dengan menggunakan cara triangulasi sumber dengan membandingkan 

data hasil wawancara kepada sumber yang berbeda (informan yang 

berbeda).  

d) Analisa kasus negatif 

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang 

berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila 

tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti 

data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih 

mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, 

maka peneliti mungkin akan merubah penemuannya. Dalam penelitian 

mengenai pelaksanaan program Gebyar Seventeen tidak terdapat data yang 

berbeda atau bertentangan dengan temuan, sehingga peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 

e) Mengadakan membercheck 
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Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

2) Pengujian Transferability 

Dalam transferability peneliti harus memberikan uraian rinci, jelas, sistematis 

dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil 

penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk 

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.  

3) Pengujian Depenability 

Uji depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke 

lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji 

dependability nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, 

maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable. Untuk itu pengujian 

dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan 

penelitian oleh auditor yang independence atau pembimbing. 

4) Pengujian Confirmability 

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukans ecara bersamaan. Menguji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan.  
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pringsewu 

1. Kedudukan, Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu 

(a) Kedudukan 

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur 

pelaksana otonomi Pemerintah Kabupaten Pringsewu di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

(b) Tugas Pokok 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(c) Fungsi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 
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(1) Perumusan kebijakan teknis operasional dalam bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil 

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil 

(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil 

(4) Pelayanan administrasi 

2. Tujuan 

(1) Meningkatkan pengelolaan administasi yang efektif dan efisien  

(2) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang representatif 

(3) Meningkatkan kualitas aparatur 

(4) Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan akurasi data 

base 

3. Sasaran 

(1) Terselenggaranya pelayanan administrasi yang transparan dan terukur 

(2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur 

(3) Meningkatnya kompetensi aparatur 

(4) Meningkatnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan validitas data 

base. 
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4. Visi dan Misi 

i) Visi 

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu 

“terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat 

dan Profesional” 

ii) Misi  

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu 

sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan kependudukan 

dan pencatatan sipil 

(2) Meningkatkan pelayanan kependudukan prima 

(3) Meningkatkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam 

pelayanan 

(4) Meningkatkan kualitas dan akurasi data kependudukan 

(5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya 

pelayanan 

5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pringsewu sebagai berikut: 
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Gambar 3  Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab. Pringsewu 

Sumber: Dokumen Disdukcapil Kab. Pringsewu  tahun 2017 
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B. Gambaran Umum Sekolah Tempat Pengambilan Data 

1. Gambaran Umum SMAN 01 Pringsewu 

(a) Sejarah SMAN 01 Pringsewu 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pringsewu atau dikenal juga dengan nama 

SMANSA, adalah salah satu SMA Negeri di Kabupaten Pringsewu serta 

menjadi sekolah tertua di Kabupaten Pringsewu. SMA ini berada di Jalan 

Olahraga No 001 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, 

Kabupaten Pringsewu. SMA Negeri 1 Pringsewu didirikan melalui perjalanan 

panjang, dalam rangka mengembangkan pendidikan di Pringsewu khususnya 

sekolah lanjutan yang berstatus negeri terbentuk panitia tanggal 16 April 

1960. Langkah pertama mendidirikan SMP yang diberi nama Persiapan 

Negeri Pringsewu yang disahkan menjadi SMP Negeri pada tanggal 16 

Januari 1962 kemudian dilanjutkan mendirikan SMA 17 Agustus 1964 yang 

diberi nama SMA Negeri Persiapan. Tahun pertama jumlah siswa 45 orang, 

dengan jumlah guru tetap sebanyak 3 orang dan 1 orang tenaga TU yang 

tercantum sebagai berikut: Drs. Mulyadi (Kepala Sekolah), Sugiarti, Dr. Oei 

Kok Kiong (Guru Tetap), Sukarmianto, Siti Asnah, B.A., Suwarno, Karsono, 

M. Khamndani, Sutarno, Mas Said, Sutono (Guru tidak tetap). Tempat belajar 

sementara di Gedung Wanita karena tidak cukup menggunakan pendopo 

Kawedanan. Tahun 1966 kebetulan Baperki diserahkan ke Pemerintah 

setempat yang digunakan untuk gedung SMA tersebut. Berdasarkan SK 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 06/SK/B.III/1966 disahkan 

menjadi SMA Negeri dan pindah menempati gadung baru dengan jumlah 

lokal belajar 4 ruang lengkap dengan mobiler. 



51 
 

 

(b) Visi dan Misi SMAN 01 Pringsewu 

1. Visi 

“SMA NEGERI 1 Pringsewu Unggul akademis dan nonakademis 

berlandaskan agama, sosial dan budaya” 

Indikator : Unggul dalam perolehan nilai siswa baru, unggul dalam 

perolehan nilai ujian akhir. unggul dalam memasuki PTN, unggul 

dalam lomba-lomba intrakurikuler dan ekstrakurikuler,unggul dalam 

kedisiplinan,unggul dalam aktivitas keagamaan dan unggul dalam 

administrasi. 

2. Misi 

(a) Melaksanakan penerimaan siswa baru melalui seleksi akademis 

(b) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan bimbingan secara 

efektif sehingga siswa berkembang sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 

(c) Menumbuhkan semangat keunggulan dan percaya diri kepada 

seluruh warga sekolah. 

(d) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya 

sehingga dapat dikembangkan secara positif. 

(e) Menanamkan jiwa kreatif dan inovatif baik akademis maupun 

nonakademis bagi warga sekolah sehingga tidak tertinggal oleh 

IPTEK 

(f) Mengembangkan iptek berwawasan global (jaringan internet) baik 

KBM maupun administrasi. 
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(g) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut 

sehingga menjadi manusia pengamal yang arif dan bijaksana 

(h) Menerapkan manejemen partisipasi dengan melibatkan seluruh 

warga sekolah. 

(i) Meningkatkan kedisiplinan bagi seluruh warga sekolah. 

(j) Meningkatkan kerjasama dengan unsur masyarakat, komite sekolah 

maupun instansi lain yang terkait. 

(k) Meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan. 

(l) Meningkatkan orinentasi belajar dengan perpustakaan digital. 

(m) Meningkatkan Kualitas belajar siswa berorientasi pada T I 

(Sumber: http://www.smansapringsewu.sch diakses pada hari Sabtu 

pukul 17:00) 

 

(c) Struktur Organisasi 

SMAN 01 Pringsewu memiliki struktur organisasi tata usaha untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi 

SMAN 01 Pringsewu adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smansapringsewu.sch/


53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Struktur Organisasi SMAN 01 Pringsewu 

 

Sumber: Dokumen SMAN 01 Pringsewu 2017 
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(d) Jumlah Siswa SMAN 01 Pringsewu 

Berikut ini adalah jumlah siswa SMAN 01 Pringsewu tahun pelajaran 

2016/2017: 

Tabel 2 Data Keadaan Siswa Kelas X Tahun Pelajaran 2016/2017 

Kelas  Jenis Kelamin Jumlah  Keterangan  

Laki-Laki Perempuan  

X IPA 1 10 23 33 JUMLAH SISWA 

IPA 220 

X IPA 2 8 25 33  

X IPA 3 11 23 34  

X IPA 4 8 25 33  

X IPA 5 13 20 33  

X IPA 6 11 23 34  

X IPA SCI 10 10 20  

X IPS 1 12 16 28  

X IPS 2 12 17 20 JUMLAH SISWA 

IPS 57 

JUMLAH 95 182 277  

 

Tabel 3 Data Keadaan Siswa Kelas XI Tahun Pelajaran 2016/2017 

Kelas  Jenis Kelamin Jumlah  Keterangan  

Laki-Laki Perempuan  

XI IPA 1 9 16 25 JUMLAH SISWA 

IPA 148 

XI IPA 2 6 19 25  

XI IPA 3 5 20 25  

XI IPA 4 10 15 25  

XI IPA 5 6 18 24  

XI IPA 6 7 17 24  

XI IPS 1 10 18 28 JUMLAH SISWA 

IPS 117 

XI IPS 2 10 20 30  
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XI IPS 3 

 

11 18 29  

XI IPS 4 9 21 30  

JUMLAH 83 182 265  

 

Tabel 4 Data Keadaan Siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2016/2017 

Kelas  Jenis Kelamin Jumlah  Keterangan  

Laki-Laki Perempuan  

XII IPA 1 13 23 36 JUMLAH SISWA 

IPA 195 

XII IPA 2 14 20 34  

XII IPA 3 15 20 35  

XII IPA 4 11 24 35  

XII IPA 5 14 20 34  

XII IPA SCI 9 12 21  

XII IPS 1 11 19 30 JUMLAH SISWA 

IPS 124 

XII IPS 2 15 18 33  

XII IPS 3 

 

14 16 30  

XII IPS 4 9 22 31  

JUMLAH 83 182 265  

 

TOTAL SISWA SMAN 01 PRINGSEWU 861 

 

Sumber: Dokumen SMAN 01 Pringsewu 

2. Gambaran Umum SMAN 02 Pringsewu 

(a) Sejarah SMAN 02 Pringsewu 

SMAN 02 Pringsewu yang beralamat di Jalan Mekarsari Rejosari 

Pringsewu, pada awalnya bernama SPG Negeri Pringsewu, dan 

mengalami alih fungsi berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 0426/0/1991 tertanggal 15 Juli 1991 menjadi SMA 

Negeri 3 Pringsewu ditetapkan di Jakarta dan mulai berlaku sejak 1 Juli 
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1991. Sekolah tersebut dahulu letaknya di perempatan Terminal 

Pringsewu yang kini digunakan untuk SMP Negeri 3 Pringsewu. 

Sekolah ini dibangun dari dana iuran BP3 Tahun 1985 dengan luas 

tanah 20.095 M 2 yang oleh BP3 diserahkan ke pihak sekolah dan 

sudah di sertifikasi sebagai milik Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, dengan nomor akte No. ACD 861075 tertanggal 2 

September 1992 dan sejak saat itu pindah ke lokasi baru pada tahun 

1995/1996. Lokasi lama bertempat di jalan Jendral Ahmad Yani No. 

996 Pringsewu yang telah di tempati sejak tahun 1968 telah di ambil 

alih oleh Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Lampung dan diberikan untuk sarana belajar SMPN 4 Pringsewu yang 

berubah menjadi SMPN 3 Pringsewu. SMAN 3 Pringsewu berganti 

nama menjadi SMAN 2 Pringsewu pada tahun 2007 seiring dengan 

pemekaran Kecamatan Ambarawa sehingga SMAN 2 Pringsewu 

menjadi SMAN 1 Ambarawa dan pada akhirnya SMAN 3 Pringsewu 

berganti nama menjadi SMAN 2 Pringsewu, Lencana Sekolah Model 

diperoleh SMAN 2 Pringsewu pada tahun 2010 sejalan dengan 

Akreditasi SMAN 2 Pringsewu yang selalu memperoleh Akreditasi A 

Unggulan dengan nilai 94. SMA Negeri 2 Pringsewu beralamat di Jalan 

Mekarsari No. 288 Rejosari Kabupaten Pringsewu, berjarak 1,5 km dari 

pusat kota Pringsewu.  

(Sumber: Https://id.m.Wikipedia.org/wiki/SMA_Negeri_2_Pringsewu 

diakses pada Sabtu 4 Maret 2017 Pukul 17:00) 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/SMA_Negeri_2_Pringsewu
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(b) Visi dan Misi SMAN 02 Pringsewu 

1. Visi 

“unggul dalam prestasi dan berbudaya lingkungan berdasarkan 

religi” 

Indikator: a) Terwujudnya  suasana religius dan toleransi bagi 

setiap warga sekolah dalam meraih derajat takwa kepada 

TuhanYang Maha Esa. b) Terwujudnya lulusan yang berakhlak 

mulia, jujur, dan berinetgritas tinggi (dengan merata UN>70) serta 

berdaya saing tinggi masuk ke perguruan tinggi (minimal 85% 

lulusannya terserap ke perguruan tinggi) c) Dapat meraih prestasi 

pada kejuaraan tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional ataupun 

Internasional minimal 100 piala/sertifikat juara. d) Menjadi sekolah 

adiwiyata tingkat Nasional, yang memiliki lingkungan bersih,sehat, 

asri, indah, aman, dan nyaman. e) Terciptanya kekeluargaan, 

keharmonisan, kesejahteraan,dan kenyamanan dalam menjalani 

aktivitas warga sekolah sehari-hari. 

2. Misi 

(a) Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam 

rangka meraih derajat takwa dan insan yang berakhlak mulia. 

(b) Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan untuk 

mewujudkan sekolah unggul yang disiplin, mandiri, 

berprestasi, dan cinta lingkungan hidup. 
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(c) Melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada 

peningkatan kompetensi peserta didik 

(d) Mengembangkan pendiidkan berbudaya lingkungan menuju 

sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. 

(e) Melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, keterampilan dan 

kewirausahaan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

(f) Mengembangkan sistem kompetrisasi sekolah 

(g) Mengembangkan tata kelola dan sarana prasarana sekolah serta 

menjalin kerjasama dengan orang tua, komite dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

(h) Memperkuat kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama 

untuk keharmonisan, kesejahteraan, dan kenyamanan. 

(i) Mengembangkan kompetensi dan keterampilan pendidik dan 

tenaga kependidikan untuk memaksimalkan kinerja dan 

pelayanan terbaik bagi peserta didik. 

 

(c) Struktur Organisasi 

SMAN 02 Pringsewu memiliki struktur organisasi tata usaha untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi 

SMAN 02 Pringsewu adalah sebagai berikut: 
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Gambar 5 Struktur Organisasi SMAN 02 Pringsewu 

Sumber: Dokumen SMAN 02 Pringsewu 2017 
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(d) Jumlah Siswa SMAN 02 Pringsewu 

Berikut ini adalah jumlah siswa SMAN 02 Pringsewu tahun pelajaran 

2016/2017: 

Tabel 5 Data Keadaan Siswa Kelas X SMAN 02 Pringsewu Tahun 

2016/2017 

 
Kelas  Jenis Kelamin Jumlah  Keterangan  

Laki-Laki Perempuan  

X IPA 1 11 24 35 JUMLAH SISWA 

IPA 207 

X IPA 2 10 24 34  

X IPA 3 13 22 35  

X IPA 4 14 21 35  

X IPA 5 12 22 34  

X IPA 6 13 21 34  

X IPS 1 12 23 35 JUMLAH SISWA 

IPS 105 

X IPS 2 14 21 35  

X IPS 3 

 

14 21 35  

Tabel 6 Data Keadaan Siswa Kelas XI SMAN 02 Pringsewu Tahun 

2016/2017 
Kelas  Jenis Kelamin Jumlah  Keterangan  

Laki-Laki Perempuan  

XI IPA 1 8 23 31 JUMLAH SISWA 

IPA 168 

XI IPA 2 11 19 30  

XI IPA 3 8 21 29  

XI IPA 4 6 21 27  

XI IPA 5 10 18 29  

XI IPA 6 4 18 22  

XI IPS 1 12 19 31 JUMLAH SISWA 

IPS 131 

XI IPS 2 17 17 34  
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XI IPS 3 

 

18 16 34  

XI IPS 4 

 

16 16 32 

 

Tabel 7 Data Keadaan Siswa Kelas XII SMAN 02 Pringsewu 

Tahun 2016/2017 
Kelas  Jenis Kelamin Jumlah  Keterangan  

Laki-Laki Perempuan  

XII IPA 1 9 23 32 JUMLAH SISWA 

IPA 131 

XII IPA 2 10 23 33  

XII IPA 3 11 12 33  

XII IPA 4 11 22 33  

XII IPS 1 12 17 29  

XII IPS 2 13 16 29  

XII IPS 3 12 20 32 JUMLAH SISWA 

IPS 120 

XII IPS 4 17 13 30  

 

TOTAL SISWA SMAN 02 PRINGSEWU 862 

Sumber: Dokumen SMAN 02 Pringsewu 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang  “analisis pelaksanaan 

program Gebyar Seventeen dalam mendukung reformasi pelayanan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Pringsewu” maka kesimpulannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Program Gebyar Seventeen 

a. Transmisi 

Komunikasi yang dilakukan oleh Kabid Kependudukan Disdukcapil 

Kabupaten Pringsewu kepada sasaran program Gebyar Seventeen maupun 

kepada pelaksana kebijakan atau tim yang turun ke lapangan sudah cukup 

baik. Konsistensi penyampaian informasi pelaksanaan program Gebyar 

Seventeen pada perekaman periode pertama dilakukan dengan cara 

sosialisasi. Kemudian pada perekaman periode selanjutnya, penyampaian 

informasi dilakukan dengan cara pengiriman surat. Kejelasan informasi tim 

yang turun ke lapangan serta wewenang dalam pelaksanaan program ini pun 

sudah cukup baik, karena tim yang turun sudah mengetahui dengan jelas 

terkait hal yang harus mereka laksanakan di lapangan 
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b. Sumberdaya  

Koordinasi antara Kabid Kependudukan, tim yang turun ke lapangan 

serta beberapa guru di sekolah telah dilakukan dengan baik dan 

menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya. Sumberdaya manusia 

dalam pelaksanaan program ini sudah cukup kompeten dan pelayanan 

yang diberikan cukup memuaskan. Namun terkait dengan sumberdaya 

non manusia seperti fasilitas masih kurang memadai.  

c. Disposisi 

Dalam pelaksanaan program ini disposisi yang dimaksud adalah sikap 

dari pelaksana kebijakan. Salah satu hal penting dalam variabel disposisi 

adalah insentif. Dengan adanya insentif akan menjadi faktor pendorong 

yang akan membuat pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan 

dengan baik. Namun dalam pelaksanaan program ini tidak terdapat 

insentif khusus yang diberikan untuk staf yang turun ke lapangan. 

d. Struktur Birokrasi 

Dalam mendukung kinerja pelaksana program Gebyar Seventeen, telah 

terdapat standart operational procedure (SOP) dan fragmentasi atau 

bentuk tanggung jawab pihak pelaksana dalam program ini.  

 

2. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program Gebyar Seventeen. 

Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa faktor pendukung 

keberhasilan diantaranya adalah kesesuaian antara kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, jumlah staf yang 

telah memenuhi baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta koordinasi yang 

baik antara pihak sekolah dan pihak Disdukcapil Kabupaten Pringsewu. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam pelaksanaan program Gebyar 

Seventeen dalam mendukung reformasi pelayanan administrasi kependudukan di 

Kabupaten Pringsewu adalah: 

1. Disdukcapil Kabupaten Pringsewu seharusnya berupaya untuk melakukan    

pengadaan alat-alat perekaman e-KTP yang sudah tidak memadai melalui 

dana dari APBD agar kualitas alat-alat perekaman yang sudah tidak 

bekerja dengan baik tidak lagi ditemukan pada saat periode perekaman 

selanjutnya. 

2. Disdukcapil Kabupaten Pringsewu seharusnya membuat SOP (Standart 

Operational Procedure) khusus dalam pelaksanaan program Gebyar 

Seventeen, karena SOP yang digunakan masih berupa SOP pelayanan 

secara umum. 
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